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ABSTRAK 

 

 

Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw 

terjadi sengketa waris antara istri pertama beserta 3 anaknya (penggugat) dengan 

istri kedua (tergugat) dalam sebuah pernikahan poligami yang dilakukan oleh laki-

laki. Permasalahan dalam putusan ini adalah dua bidang tanah tersebut atas nama 

istri kedua dan dibeli saat pewaris menikah dengan istri kedua. Sebelumnya telah 

dilakukan mediasi antara pihak istri pertama dengan pihak istri  kedua dengan 

kuasa hukum masing-masing. Tapi  tidak menemui titik terang akan permasalahan 

tersebut. Pihak istri kedua juga telah mempunyai iktikad baik untuk berdamai 

memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,-, tetapi pihak istri pertama menolak 

dan tetap melanjutkan gugatannya. Pihak istri pertama bersikeras bahwa ia masih 

dalam status perkawinan dengan pewaris hingga pewaris meninggal dunia tahun 

2017. Sehingga ia masih termasuk dalam ahli waris dan tiga orang anak hasil 

pernikahannya dengan pewaris harusnya menjadi ahli waris secara pasti. Istri 

kedua juga bersikeras jika pernikahannya dengan pewaris adalah pernikahan siri 

yang tidak diakui secara hukum Negara Indonesia dan tanah yang menjadi 

sengketa dalam kasus ini merupakan hasil dari usahanya sendiri tanpa ada ikut 

campur dari pewaris. 

Permasalahan yang ada dalam penulisan ini adalah (1) Bagaimana analisis 

Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap 

pembagian warisan dalam perkawinan poligami? (2)Bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan dalam perkawinan 

poligami? Dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif 

dengan jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (library research) dengan 

menggunakan pendekatan analisis normatif.  

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam 

memberikan putusan, majelis hakim menitik beratkan pada kemaslahatan kedua 

belah pihak yang berselisih berdasakan pada fakta-fakta hukum yang ada dalam 

persidangan. Pembagian waris dalam perkawinan poligami pada perkara Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw ini sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, yang mana 

para pihak yang berada dalam persidangan terikat oleh hubungan darah serta 

perkawinan yang sah secara hukum Islam dengan pewaris. Sehingga, para pihak 

berhak mendapat bagian waris sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku. 
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MOTTO 

 

 

                             

                

 

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan 

kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit  

maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.  

(Q.S an- i  ‟ [4] : 7) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 

Konsonan 

No Arab Latin No Arab Latin 

 ṭ ط 16 - ا 1

 ẓ ظ b 17 ب 2

 ʿ ع t 18 ت 3

 g غ ṡ 19 ث 4

 f ف j 20 ج 5

 q ق ḥ 21 ح 6

 k ك kh 22 خ 7

 l ل d 23 د 8

 m م ż 24 ذ 9

 n ن r 25 ر 10

 w و z 26 ز 11

 h هـ s 27 س 12

 ' ء sy 28 ش 13

 y ي ṣ 29 ص 14

    ḍ ض 15

 

Vokal Pendek Vokal Panjang Diftong 

kataba  =  ََبَ كَـت 

 su'ila =  سُئِلَ 

  

هبَُْ يرَْ    = yażhabu 

الَ قَ   = qāla 

 qīlaْْ= قيِْلَ 

 

لُْ  يقَىُ  = yaqūlu 

يْفَ كَ    = kaifa 

لَ وْ حَ    = ḥaula 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Judul  ini adalah  “Tinjauan Hukum Islam Terkait Putusan Pengadilan 

Mengenai Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)”. Demi 

menghindari kesalahpahaman terkait dengan judul yang penulis ambil, maka 

penulis akan menjelaskan kata kunci terkai dengan judul tersebut. Agar 

kesalahpahaman terkait dengan pemahaman mengenai judul yang penulis 

ambil tidak terjadi. Kata kunci yang berhubugan dengan judul ini adalah 

antara lain:  

1. Putusan Pengadilan 

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan 

dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau 

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini.
1
 

2. Waris 

Kata waris sendiri memiliki pengertian harta yang ditinggalkan 

oleh pemiliknya yang akan dipindahkan kepemilikan barag tersebut 

kepada ahli warisnya.
2
 Ahli waris yang berhak mewarisi harta waris 

                                                             
1
 “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat 

11,”. 
2
 Moh. Muhibbin and Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharusn 

Hukum Positif Di Indonesia, Vol II (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); 7. 



2 

 
 

adalah anggota keluarga dari pewaris yang terikat karena adanya hubungan 

darah dan juga pernikahan. 

3. Perkawinan Poligami 

Poligami adalah ikatan perkawinan seorang laki-laki menikahi 

lebih dari seorang wanita dalam waktu bersamaan.
3
  

Berdasarkan dengan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pembahasan judul skripsi ini adalah mengkaji lebih dalam lagi 

mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terkait Putusan Pengadilan Mengenai 

Pembagian Waris Dalam Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan 

Agama Pringsewu Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)”. 

B. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk sosial yang pastinya akan berinteraksi 

dengan sesamanya, maka perlu diadakannya sturan-aturan sebagai alat untuk 

mengontrol perilaku manusia agar tidak saling merugikan satu sama lain. 

Aturan ini tak terkecuali mengenai masalah pribadi dari tiap orang seperti 

perkawinan dan waris yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini. 

Di Indonesia sendiri, aturan mengenai hal pernikahan dan waris 

memiliki beberapa aturan. Bagi masyarakat non muslim, aturannya berasal 

dari peninggalan Belanda yaitu Burgerlijk Wetboek. Sedangkan bagi 

masyarakatnya yang beragama Islam, aturan ini disusun bersumber dari al-

Qurʻ n dan Hadis yang kemudian disusun sesuai dengan tatanan hukum di 

Indonesia secara tertulis. 

                                                             
3
 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, IV (Yogyakarta: Ladang Kata, 

2021); 269. 
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Aturan mengenai perkawinan terdapat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. 

Perkawinan sendiri merupakan bentuk perjanjian antara pria dan wanita yang 

kemudian perjanjian ini disahkan secara agama dan negara dalam bentuk 

pernikahan dengan tujuan untuk meneruskan keturunan dan menjalankan 

syariat Islam. 

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
4
 

Sedangkan, dalam al-Qurʻ n dibahas dalam beberapa surah, yaitu a -

R m [30] : 21 

                      

                    

 

 “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)Nya ialah penciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S a -R m [30] : 21). 

 

Dalam hal perkawinan, waris merupakan hal melekat dalam kehidupan 

masyarakat. Karena waris melekat pada diri manusia dengan dua syarat yaitu 

pernikahan dan perkawinan. Waris yang disebabkan adanya hubungan  

perkawinan juga memiliki beberapa permasalahan, salah satunya adalah waris 

                                                             
4
 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 

1974; 2. 
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dalam perkawinan poligami. Yang mana pembagian waris dalam perkawinan 

poligami, dibedakan antara pembagian waris dalam perkawinan pertama dan 

kedua. Karena adanya prinsip keadilan yang ditegaskan dalam perkawinan 

poligami adalah rasa adil dalam segala hal. 

Secara etimologi, poligami berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 

kata “poly/polus” yang memiliki arti banyak dan juga kata “gamein/gamos” 

yang berarti kawin atau perkawinan. Sedangkan dalam bahasa Arab, taʻaddud 

merupakan perumpamaan dari perbuatan poligami.  Jadi secara bahasa, 

poligami merupakan perbuatan yang dilakukan oleh suami dengan menikahi 

perempuan untuk dijadikan istri secara bersamaan. 

Poligami juga dibahas dalam al-Qurʻ n, tepatnya pada Qurʻ n Surah 

an- i  ‟ [4] : 3. Yang memperbolehkan seorang lelaki menikahi beberapa 

perempuan sampai dengan empat orang. Tetapi dengan syarat bahwa laki-laki 

tersebut  dapat berlaku adil dan jika laki-laki tersebut tidak dapat berlaku adil, 

maka hanya diperbolehkan untuk menikahi seorang saja. 

                       

                         

       

 “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah 

perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu 

khawatir  tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau 

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat 

agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S an- i  ‟ [4] : 3). 

 

Hukum perdata Indonesia juga membahas mengenai aturan mengenai 

poligami yang dilakukan oleh warga Indonesia, yang diterangkan dalam Pasal 
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3 dan 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan bahwa 

dalam Pasal 3 dipertegas bahwa Indonesia menganut asas perkawinan 

monogami yaitu hanya menikahi satu wanita dalam waktu yang bersamaan. 

Dalam Pasal 4  ayat 1 menjelaskan, apabila dalam hal seorang suami akan 

beristri lebih dari satu, maka wajib mengajukan pada pengadilan di tempat 

tinggalnya.
5
 

Di negara Indonesia, terdapat beberapa kasus pernikahan poligami 

yang tidak tercatat karena beberapa alasan. Salah satunya dalam perkara 

Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw di Pengadilan Agama Pringsewu. Yang mana 

dalam perkawinan poligami yang dilakukan, sang suami tidak mendaftarkan 

pernikahan keduanya ke Kantor Urusan Agama. Sehingga timbul 

permasalahan waris. 

Sebelumnya telah dilakukan mediasi antar kedua belah pihak, yaitu 

istri pertama yang sudah tidak tinggal bersama lagi dengan pewaris sejak 

tahun 1998 dan telah  dikaruniai 3 orang anak dengan istri kedua yang telah 

menikah siri sejak tahun 2000 himgga 2017 dengan dikaruniai 2 orang anak. 

Dalam mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil, sehingga permasalahan 

ini kemudian dilanjutkan ke tingkat Pengadilan Agama Pringsewu. 

Pihak istri kedua menunjukkan iktikad baik kepada pihak istri pertama 

dalm mediasi, yaitu dengan memberikan uang sebesar Rp 250.000.000,-00. 

Tetapi istri pertama menolak dan tetap melanjutkan gugatannya. Pihak istri 

                                                             
5
 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” 
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kedua memberikan bukti saksi, saksi 2 memberikan kesaksian jika tanah yang 

menjadi sengketa merupakan hak milik sah oleh pihak istri kedua. 

Permasalahan yang kemudian timbul adalah salah satu harta yang dari 

dua objek sengketa diklaim sebagai harta bawaan oleh istri kedua diputuskan 

menjadi harta bersama oleh Hakim yang menangani perkara ini, dan satu 

tanahnya tidak dapat diputus karena sudah berpindah kepemilikan kepada 

pihak ketiga. Kemudian setelah tanah yang diputuskan menjadi harta bersama 

antara pihak mendiang suami dan istri kedua dibagi dengan harta gono-gini, 

bagian suami kemudian dibagi kepada ahli waris dengan ketentuan pembagian 

menurut agama dan aturan yang berlaku.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin meneliti dan 

mempelajari lebih lanjut mengenai permasalahan yang melatarbelakangi hasil 

putusan pengadilan Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw dan menyusun dalam 

sebuah judul skripsi sebagai tugas akhir dengan judul, “Tinjauan Hukum 

Islam Terkait Putusan Pengadilan Mengenai Pembagian Waris Dalam 

Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw)”. 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, 

maka identifikasi masalah yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan dalam perkawinan 

poligami? 
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2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan dalam 

perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan 

dalam perkawinan poligami? 

Untuk mempermudah dalam penyusunan penelitian dalam skripsi ini, 

penulis melakukan pembatasan dalam penelitian ini sehingga pembahasan 

yang dilakukan lebih jelas dan terarah sesuai dengan apa yang penulis 

harapkan. Penelitian ini akan dibatasi dengan hanya seputar pembahasan 

mengenai analisis putusan majelis hakim pada putusan Pengadilan Agama 

Pringsewu Nomo 525/Pdt.G/2020/PA.Prw serta analisis hukum Islam terkait 

pembagian waris dalam perkawinan poligami pada Putusan Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw.  

D. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan batasan ruang yang dilakukan dalam 

sebuah penelitian. Dalam penyusunan penelitian ini, yang menjadi fokus 

penelitian adalah permasalahan pembagian waris dalam perkawinan poligami 

yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw. 

Dengan subfokus penelitian mengenai putusan Hakim Mengenai 

pembagian waris dalam perkawinan poligami dalam putusan Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw. 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka yang 

menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah: 
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1. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan dalam perkawinan 

poligami? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan dalam 

perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw terhadap pembagian warisan 

dalam perkawinan poligami? 

F. Tujuan Penelitian 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat Ujian 

Munaqosah yang juga sebagai syarat dari penulisan skripsi sebagai tugas akhir. 

Selain itu, tujuan lain dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan Pengadilan terkait dengan 

permasalahan pembagian waris dalam perkawinan poligami. 

2. Untuk mengetahui  analisis hukum Islam terkait pembagian warisan pada 

perkawinan poligami dalam perkara Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw. 

G. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah: 

1. Secara Teoritis 

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman mengenai pembagian warisan dalam perkawinan poligami 

Serta mengenai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim dalam 

mengabulkan atau menolak permohonan pembagian waris dalam 

perkawinan poligami. 
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2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

permasalahan dalam hal pembagian waris dalam perkawinan poligami 

bagi masyarakat. 

H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Waris dan saling mewarisi merupakan hal yang krusial dalam agama 

Islam, hal ini dapat disebabkan oleh dua hal; yaitu pernikahan dan hubungan 

darah. Dalam aturan yang berlaku di Indonesia, pernikahan yang dilakukan 

lebih dari sekali harus meminta izin kepada negara dan isteri pertama. 

Pernikahan yang tidak tercatat akan menimbulkan banyak pertanyaan terkait 

dengan bagian waris dan sebagainya. Peneliti akan memaparkan penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. 

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ismail pada tahun 2020 dengan judul 

“Poligami Tanpa Izin Istri Kedua dan Implikasinya Terhadap Pembagian 

Hak Waris Istri Kedua (Studi Kasus di Desa Wayurang Kecamatan Kalianda 

Kabupaten Lampung Selatan)” yang diterbitkan di Universitas Islam Negeri 

Raden Intan Lampung membahas perihal tentang pembagian waris dalam 

perkawinan poligami yang tidak memiliki izin dari istri pertama. Sehingga, 

perkawinan kedua tidak sah jika dipandang dalam kacamata hukum positif di 

Indonesia. Timbulnya sengketa waris antara istri pertama dan kedua dalam 
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pembahasan skripsi tersebut dapat diselesaikan secara damai berkat adanya 

surat wariat yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya.
6
 

Yang membedakan antara penulisan skripsi tersebut dengan milik 

penulis  adalah permasalahan yang dihadapi oleh istri pertama dan kedua, 

yang mana pada skripsi tersebut, permasalahan tersebut diselesaikan dengan 

damai karena adanya surat wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan 

dalam peroposal penulis, tidak adanya surat wasiat yang ditinggalkan oleh 

pewaris serta penolakan damai oleh pihak istri pertama. Serta penyelesaian 

dalam putusan pengadilan adalah, harta bawaan yang diklaim milik istri kedua 

diputuskan menjadi harta bersama. 

Kedua, skripsi yang ditulis pada tahun 2020 dengan judul, 

“Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”. Oleh Firda Rakhmayanti, 

prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Skripsi ini membahas mengenai pembagian harta bersama 

menurut hukum Islam boleh dibagi dengan syarat menghasilkan keadilan.
7
 

Perbedaan antara Hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia juga adalah 

jika dalam Hukum Islam, pembagian harta bersama bagian laki-laki lebih 

banyak, sedangkan bagian untuk istri kesatu, kedua ketiga dan keempat akan 

berbeda pembagiannya.  

                                                             
6
 Ismail, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Implikasinya Terhadap Pembagian 

Hak Waris Istri Kedua,” Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung, 2020. 
7
 Firda Rakhmayanti, “Pembagian Harta Bersama Pada Perkawinan Poligami Perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Skripsi Program Sarjana Universitas Islam 

Negeri Raden Intan Lampung, 2020. 
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Perbedaan antara penulisan skripsi di atas dengan skripsi yang susun 

oleh penulis adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang pembagian waris 

dalam perkawinan poligami ditinjau dari hukum Islam dan Positif di Indonesia. 

Sedangkan skripsi penulis membahas tentang  alasan di balik pertimbangan 

hakim pada putusan Pengadilan Agama mengenai kasus sengketa pembagian 

waris dalam perkawinan poligami yang terjadi di Pengadilan Agama tersebut. 

Ketiga, jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian 

Warisan Pada Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 

Perkawinan Studi Putusan Nomor 36/PDT.G./2017.PN.SKH”. Yang 

ditulis oleh Octavia Kusumastuti, Yovita Arie Mangesti dan Bintara Sura 

Priambada, Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Membahas mengenai 

pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dapat berupa benda 

berwujud dan tidak berwujud, benda berwujud dapat meliputi benda tidak 

bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Untuk pembagian harta 

bersama dalam perkawinan poligami, sama dengan pembagian harta gono-gini 

dalam perkawinan monogami, tetapi harus memperhatikan nasib anak-anak 

dalam perkawinan poligami. Keadilan juga merupakan syarat, dan diharapkan 

pembagiannya sebaikanya dilakukan dengan jalan kekeluargaan dan mediasi 

dan memenuhi unsur keadilan tadi. Jika terjadi sengketa pembagian ini di 

pengadilan, pengadilan diharapkan memaksimalkan mediasi agar saat 
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berperkara ini tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan atas pembagian 

harta dalam perkawinan poligami.
8
 

Perbedaan antara jurnal di atas dengan skripsi milik penulis adalah 

mengenai permasalahan dalam sengekta pembagian waris yang berupa 

sebidang tanah yang luas dibagi sama rata kepada Penggugat I dan II serta 

Tergugat II, III, IV dan V karena merupakan harta bawaan milik pewaris. 

Sedangkan dalam skripsi ini, harta yang menjadi sengketa merupakan harta 

bawaan milik istri kedua yang menikah secara siri dan kemudian diputuskan 

mnjadi harta bersama antara suami dan istri kedua. Dan setelahnya dibagi 

sesuai dengan ketentuan agama Islam kepada seluruh pewarisnya. 

I. Metode Penelitian 

Menurut Woody, penelitian adalah suatu metode untuk 

menemukan sebuah pemikiran kritis. 
9
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

penulisan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif, yang 

merupakan metode yang meneliti pada keadaan objek yang ilmiah 

dan lebih menekanan pada pemaknaan suatu objek yang diteliti.
10

 

                                                             
8
 Octavia Kusumawati, Yovita Mangesti, and Bintara Priambada, “Tinjauan Yuridis 

Terhadap Pembagian Warisan Pada Perkawinan Poligami Menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” Jurnal 

Hukum Dan Kebijakan Sosial 5, no. September (2021). 
9
 Sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Media Publishing, 2015). 

10
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Jawa Barat: Penerbit 

Alfabeta, 2009); 230. 
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Dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan 

adalah jenis studi pustaka (library researh) yaitu jenis penelitian 

yang berdasar pada tempat penelitian yang bersumber dari kumpulan 

literatur. 
11

 

Analisis normatif adalah metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. Analisis normatif merupakan metode yang 

menganalisis hukum berdasarkan aturan undang-undang yang 

berlaku dan berkesinambungan dengan permasalahan yang menjadi 

fokus penelitian.
12

 

2. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi 

menjadi dua, yaitu; 

a. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan data asli atau data baru yang 

dikumpulkan secara langsung oleh peneliti yang bersumber pada 

lapangan.
13

 Yang termasuk dalam sumber data ini adalah 

Putusan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw. 

 

 

                                                             
11

 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jawa 

Barat: Ghalia Indonesia, 2002); 87. 
12

 Kornelius Benif and Muhammad Azhar, “Metode Penelitian Hukum Sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” Jurnal Hukum 7 (2020); 24. 
13

 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jawa 

Barat: Ghalia Indonesia, 2002); 82. 
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b. Sumber Data Skunder 

Data skunder adalah data yang sudah tersedia, yang dapat 

berbentuk laporan-laporan dari hasil penelitian yang sudah 

pernah dilakukan.
14

 Seperti al-Qurʻ n, Hadis, Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 dan buku-buku serta karya lainnya yang 

menunjang penulisan tugas akhir ini 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 

sebagai berikut: 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui 

dokumen-dokumen yang diperlukan dan kemudian digunakan 

dalam penelitian yang dilakukan.
15

 

b. Observasi 

Observasi merupakan cara yang digunakan untuk 

memilih, mengubah, mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam 

permasalahan yang diteliti dan belum membahas apa yang diteliti. 

c. Studi Literatur 

Digunakan untuk mengkaji beberapa lieratur yang 

berhungan dengan penelitian ini. Literatur yang dimaksud adalah 

buku-buku dan sebagainya.  

                                                             
14

 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya (Jawa 

Barat: Ghalia Indonesia, 2002); 10. 
15

  Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya, (Jawa 

Barat; Ghalia Indonesia, 2002); 87.  
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4. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai 

dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber. Pada 

dasarnya, langkah ini merupakan suatu usaha penyempurnaan data 

yang kompleks, banyak, dan variatif menjadi suatu data dalam 

format yang mudah dibaca.
16

 

Setelah itu, data yang sudah terkumpul dipilah mana yang 

dapat digunakan, lalu menyusun data agar mudah dibaca, logis dan 

mendeskripsikan apa yang penulis inginkan. Data yang digunakan 

ditempatkan sesuai dengan pembahasan dan diberikan penandaan 

sumber literatur jika data tersebut adalah sebuah kutipan. 

Data yang diolah merupakan data yang berhubungan dengan 

judul penelitian ini, yaitu tentang “Tinjauan Hukum Islam Terkait 

Putusan Pengadilan Mengenai Pembagian Waris Dalam 

Perkawinan Poligami (Studi Putusan Pengadilan Agama Pringsewu 

Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Prw)”. 

J. Sistematika Pembahasan 

Penulisan skripsi ini dibagi ke dalam lima bab yang masing-masing 

bab akan menjelaskan secara lebih rinci mengenai permasalahan-

permasalahan pada penulisan skripsi ini. Pembagian ini bertujuan untuk 

memudahkan untuk pembahasan dan pemahaman lebih lanjut. Maka dari itu, 

sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut; 

                                                             
16

 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, 

vol. 1 (Solo: Cakra Books, 2014); 169-171. 
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Bab I, merupakan bab pendahuluan dimana bab ini berisikan mengenai 

deskripsi permasalahan pokok serta kerangka besar dalam penulisan skripsi ini. 

Adapun dalam bab ini berisikan tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian (yang digunakan untuk menunjang penulisan skripsi ini), dan 

sistematika pembahasan. Diharapkan dengan memahami pendahuluan dalam 

bab ini, arah penulisan dalam skripsi ini dapat diketahui secara tepat dan jelas. 

Bab II, merupakan landasan teori, dalam bab ini akan menjelaskan 

mengenai yang terkait dengan pembagian harta waris dalam perkawinan 

poligami serta pembahasan lain yang meliputi pengertian perkawinan, 

perkawinan poligami, pengertian harta waris, dan pembagian harta waris 

dalam perkawinan poligami. Bab ini juga akan menjelaskan terkait teori-teori 

yang digunakan dalam penulisan skripsi. 

Bab III, adalah deskripsi objek penelitian. Pendeskripsian objek yang 

menjadi bahan penelitian penulisan ini adalah mengenai profil Pengadilan 

Agama Pringsewu yang antara lain berkaitan dengan; sejarah Pengadilan 

Agama Pringsewu, visi dan misi Pengadilan. struktur organisasi, fungsi dan 

tugas Pengadilan, dan prosedur dalam penyelesaian perkara di Pengadilan 

Agama Pringsewu. Serta pendeskripsian mengenai putusan Nomor 

525/Pdt.G/2020/PA.Prw mengenai deskripsi para pihak, duduk perkara, 

pertimbangan hakim, dan amar putusan.  
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Bab IV, merupakan analisis penelitian yang merupakan bab 

pembahasan yang bersumber dari berbagai data dari literatur yang 

dikumpulkan, dipilah lalu kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan 

masalah yang menjadi pokok permasalahan. 

Bab V, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan mengenai 

hasil penyusunan data yang telah diolah serta saran dalam penulisan skripsi ini. 

Kesimpulan merukapan jawaban singkat dari rumusan masalah, dan saran 

merupakan usulan kepada pihak terkait yang berwenang untuk kebaikan dalam 

kehidupan masyarakat, serta untuk penelitian yang dilakukan pada masa 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Waris 

1. Pengertian Waris 

Waris merupakan nama lain dari ilmu faraʻiḍ, yang mana 

waris merupakan pemindahan kepemilikan dari pewaris (yang 

memberi) kepada ahli waris (yang mewarisi). Konsep waris ini 

diberikan apabila pewaris meninggal dunia kepada ahli warisnya, 

sesudah harta yang dimiliki oleh pewaris dikurangi dengan 

tanggungan-tanggungan yang dimiliki oleh pewaris.  

Kewarisan melekat pada diri seseorang disebabkan karena 

dua hal, yaitu perkawinan dan pernikahan. Kewarisan juga dapat 

terhalang karena beberapa hal, yaitu; ahli waris mencoba dan 

melakukan pembunuhan kepada pewaris agar menguasai harta 

pewaris dan ahli waris melakukan fitnah yang berdampak besar 

kepada pewaris serta ahli waris berbeda agama dengan pewaris.  

Pewarisan sudah dikenal sebelum hadirnya Islam dengan 

aturan-aturannya mengenai pedoman hidup umat Islam. Pada 

mulanya wanita dan anak-anak yang belum dewasa dilarang 

menerima harta peninggalan dari pewarisnya yang meninggal dan 

beranggapan bahwa mereka tidak pantas untuk menjadi ahli waris, 

karena pada masa j hiliyyah, orang-orang Arab berpegang teguh 
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kepada tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. 

Bahkan muncul anggapan bahwa janda yang ditinggal mati 

merupakan salah satu wujud dari harta waris yang ditinggalkan dan 

dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Ibnu Hatim meriwayatkan 

dalam kitab tafsir, bahwa: 

يْمُوُ ثَ وْبوَُ فَمَنَ عَهَا,فَاِنْ كَانَتْ  مَاتَ وَتَ رَكَ جَاريِةَ   كَانَ الرَّجُلُ اِذَا الَْقَى عَلَيْوِ حََِ
ي ْلَة  تَ زَوَّجَهَا حَبَسَهَا حَتّىّ تََوُْتَ فَ يََثُِ هَا. وَاِنْ كَانَتْ دَمِيْمَة   جََِ  

 

“Konon bila seorang laki-laki meninggal dunia dengan 

meninggalkan seorang perempuan (janda), kerabatya 

melemparkan pakaiannya di muka perempuan tersebut. (Atas 

tindakan ini) Maka ia melarangkan untuk dikawini oleh orang lain. 

Jika perempuan tersebut cantik terus dikawininya dan jika jelek 

ditahannya sampai meninggal dunia untuk kemudian dipusakai 

harta peninggalannnya.” (HR. Ibnu Hatim)
17

 

 

2. Dasar Hukum Kewarisan 

Aturan mengenai waris diatur dalam al-Qurʻ n yang mana 

dalam beberapa ayat yang menjelaskan mengenai hukum dan 

pembagian waris sangat jelas dalam menjawab permasalahan waris 

umat Islam, salah satunya dalam Q.S an- i  ‟ [4] : 11.  

                     

                   

                        

                            

                                                             
17

 Ibnu Hatim, Tafsir Ibnu Hatim, 1997; 17/465. http://www.shamela.ws. 
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 “Allah mensyariatkan bagimu tentang  (pembagian 

warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika semuanya 

lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga harta yang 

ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka 

memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, 

bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, 

jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal itu 

tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka 

ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai 

beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian 

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau 

sesudah dibayar utangnya). Tentang orang tuamu dan anak-
anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang 

lebuh dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan 

dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijak ana”. (Q.S an- i  ‟ [4] : 11)18 

 

Dalam kitab tafsirnya Imam Al-Qhurtubi berpendapat. 

“Ayat –ayat waris tersebut merupakan salah satu tiang agama, 

tonggak hukum Islam, serta induk ayat-ayat al-Qurʻ n. Ilmu 

mengenai kewarisan merupakan ilmu yang tingkatannya tinggi 

serta mencakup mengenai bagian besar hukum Islam. Ilmu fa  ʻiḍ 

merupakan ilmu yang banyak dipelajari oleh para sahabat serta 

                                                             
18

 Kementerian Agama, AL-Quran Dan Terjemahannya. 
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menjadi perhatian utama mereka. Namun sayang, kebanyakan 

manusia kini menyia-nyiakannya”.
19

 

Latar belakang turunnya ayat ini juga karena adanya 

beberapa riwayat, salah satunya dalam   h-Shah ha n yang 

merupakan hadis riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim, 

disebutkan bahwa istri dari Saʻad bin Ar-Rabi‟ membawa dua 

anaknya dari hasil perkawinannya dengan Saʻad yang mati   ah d 

di perang uhud untuk menghadap Rasulullah saw. Istri Saʻad 

berkata bahwa pamannya telah mengambil seluruh harta tanpa 

menyisakan sedikitpun kepada mereka berdua, padahal keduanya 

tidak dapat dinikahkan tanpa harta. Rasulullah saw menjawab, 

“Tunggulah sampai Allah SWT memberikan keputusan dalam 

masalah ini”.
20

 Tak berselang lama, ayat mengenai warisan yang 

memberikan petunjuk mengenai masalah ini, 

                ...      
 

“Allah mensyariatkan bagimu tentang  (pembagian warisan 

untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama 

dengan bagiannya dua anak perempuan”. (Q.S an- i  ‟ [4] : 

11).21 

 

Rasulullah saw kemudian mengutus seseorang kepada 

paman dari kedua putri Saʻad dan memerintahkannya agar 
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memberikan hak waris dari harta yang ditinggalkan Saʻad dua 

pertiga kepada putrinya dan seperdelapan kepada istrinya, untuk 

sisa harta yang sudah dibagikan kepada anak-anak dan istri Saad 

boleh diambil untuknya.
22

 

Pembagian waris dalam hukum Islam merupakan hal yang 

krusial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Imam al-

Qhurtubi mengemukakan pendapat bahwa ilmu yang membahas 

mengenai hal kewarisan merupakan salah satu tonggak dalam 

agama Islam. pendapat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan 

oleh Muslim dan Abu Dawud, bahwa Rasulullah saw 

memerintahkan umatnya agar  membagi harta waris menurut al-

Qu ʻ n.
23

  

Mengenai besaran jumlah harta yang diberikan kepada ahli 

waris yang dimiliki oleh pewaris, dan mengenai siapa saja yang 

berhak mendapat bagian waris sudah dijelaskan secara jelas dalam 

Q.S an- i  ‟ [4]: 11. Dalam ayat selanjutnya kemudian dipertegas 

kembali mengenai hukum mengimplementasikan pembagian dan 

mengenai waris yang sudah diatur dalam ayat 11, 

                  

     ْ  ْ  ْ ْْ  ْ ْ
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 ْْ ْ ْ ْ ْْ   ْ   ْ ْ  ْ

 ْ  ْ  ْ  ْ ْ ْ   

 

 “Itu adalah batas-batas (ketentuan) Allah. Siapa saja yang 

taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke 

dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. 

(Mereka) kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang sangat 

besar.ْ Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta 

melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan 

memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. 

Baginya azab yang menghinakan”. (Q.S an- i  ‟ [4]: 13-14).24 
 

Ayat ini menjadi bukti bahwa ilmu mengenai waris dan 

tatacara pembagiannya merupakan hal yang sangat penting 

sehingga harus dilaksanakan demi ke-maslahat-an bagi orang-

orang yang memiliki hak bagian waris. Yang kemudian Allah SWT 

tegaskan kembali dalam ayat selanjutnya, berupa bentuk ultimatum 

kepada hamba-Nya yang tidak mengindahkan perintah-perintah 

yang telah ditentukan oleh-Nya. 

Aturan mengenai besaran bagian yang didapat ahli waris di 

Indonesia diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 

kelompok tersebut didasarkan pada hubungan darah  (ayah dan ibu, 

anak laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki dan perempuan, 

paman dan bibi serta kakek dan nenek) dan juga adanya hubungan 

perkawinan. Apabila semua pewaris lengkap, maka yang berhak 

mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. 
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Hal ini dikarenakan selain anak, ayah, ibu janda atau duda, 

hak kewarisannya ter-hij b atau terhalang. Paman, bibi, kakek, 

nenek, saudara laki-laki dan perempuan akan mendapat waris 

apabila pewaris utama yang telah dijelaskan tadi tidak ada atau 

sudah meninggal. Bagian waris yang didapatkan sesuai dengan 

bagian waris keluarga yang digantikan. 

Pembahasan mengenai bagian waris dari setiap ahli waris 

diatur dalam Pasal 176-191 Kompilasi Hukum Islam, yang mana 

dalam Pasal tersebut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa; 

a. Bagian satu anak perempuan adalah ½, jika lebih dari satu 

orang anak perempuan masing-masing mewarisi 1/3, dan 

apabila memiliki satu anak perempuan dan anak laki-laki 

bagian anak perempuan adalah ½ bagian anak laki-laki (Pasal 

176) 

b. Bagian untuk ayah jika pewaris tidak mempunyai anak adalah 

1/3, jika memiliki anak, ayah mendapat bagian 1/6 (Pasal 177) 

c. Ibu mewarisi 1/6 harta jika pewaris memiliki anak dan saudara, 

jika tidak memiliki anak dan saudara, ibu mewarisi 1/3 bagian. 

Sesudah harta waris tersebut sudah dibagikan kepada janda atau 

duda jika bersama ayah (Pasal 178) 

d. Jika tidak memiliki anak, suami mewarisi ½ bagian. Jika 

memiliki anak, suami mewarisi ¼ bagian (Pasal 179) 
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e. Istri mewarisi ¼ bagian jika tidak memiliki anak. Dan jika 

memiliki anak, istri mendapat 1/8 bagian (Pasal 180) 

f. Apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak meninggalkan 

ayah, saudara laki-laki dan perempuan seibu menerima 1/6 

bagian. Jika lebih dari dua orang, maka mereka mendapat 1/3 

bagian bersama (Pasal 181) 

g. Saudara perempuan sekandung ayah mendapat ½ harta waris 

apabila pewaris tidak memiliki anak dan tidak meninggalkan 

ayah. Jika lebih dari seorang saudara perempuan seayah, 

mereka mewarisi 1/3 bagian untuk bersama. Jika saudara 

perempuan bersama saudara laki-laki seayah, maka masing-

masing bagianya adalah saudara perempuan ½ dari bagian 

saudara laki-laki. (Pasal 182)25 

Tak hanya dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur 

bahwasanya bagian bagi seorang anak laki-laki adalah bagian dari 

dua orang anak perempuan, al-Qu ʻ n juga mengatur demikian. 

Selain karena Kompilasi Hukum Islam yang merupakan aturan 

bagi masyarakat Indonesia yang secara khusus beragama Islam dan 

tentu saja bersumber dari al-Qu ʻ n, alasan lain yang 

melatarbelakangi ketentuan ini dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah 

[2] : 233 yang berbunyi,  
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…                    ….    

 

“Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka 

dengan ca a  ang patut”.  (Q.S al-Baqarah [2]: 233).
26

 

  

Ayat tersebut secara jelas menjelaskan bahwasanya 

pemenuhan nafkah diwajibkan bagi laki-laki dalam rumah tangga, 

dan perempuan tidak diwajibkan memberikan nafkah dari 

kekayaannya sendiri. Yang pada artinya bahwa laki-laki mendapat 

bagian yang lebih banyak karena ia memiliki tanggung jawab besar 

bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. 

                              

 …..  

 

 “Hendaklah o ang  ang lapang ( ezekin a) membe i 

nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan 

rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang 

dianugerahkan Allah kepadanya”. (Q.S at-Ṭal q [65]: 7).
27

 

Hikmah terkait perbedaan dalam pembagian waris antara 

laki-laki dan perempuan adalah: 

a. Segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan merupakan 

tanggung jawab laki-laki dan semua biaya hidup perempuan 

wajib dipenuhi oleh laki-laki, baik anak, ayah, saudara laki-laki 

atau kerabatnya yang lain. 

                                                             
26

 Agama, AL-Quran Dan Terjemahannya. 

 



26 

 
 

b. Perempuan tidak dibebani oleh tanggung jawab untuk 

pemberian nafkah kepada siapa pun. Hal ini berbeda dengan 

laki-laki yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan 

nafkah kepada keluarga, kerabat atau orang lain yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

c. Pengeluaran laki-laki lebih besar untuk biaya hidup dan 

kewajiban finansial lain, karena hal ini kebutuhan harta laki-

laki jauh lebih banyak dari pada perempuan. 

d. Mahar merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang 

harus diberikan kepada pihak perempuan saat menikah, dan 

setelah menikah, laki-laki wajib memberikan nafkah kepada 

anak dan istrinya dalam hal sandang, pangan dan papan. 

e. Pendidikan anak-anaknya serta pengobatan istri dan anaknya 

wajib dibiayai oleh laki-laki.
28

 

Masih banyak tanggung jawab yang diberikan bagi laki-laki 

terkait dengan nafkahnya yang mana ini mempengaruhi tanggung 

jawab yang berkaitan dengan hartanya. Inilah yang menjadi alasan 

bahwasanya bagian yang didapat laki-laki dalam hal waris lebih 

banyak dibanding bagian perempuan. Namun, hal ini selaras 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki yang lebih 

besar. Hakikatnya dibalik hal ini, Islam memuliakan perempuan 

lebih dari apa yang kita perkirakan. 
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Ahli waris memiliki hak dan kewajiban mengenai harta 

waris yang menjadi bagiannya. Hak yang didimiliki oleh ahli waris 

antara lain: 

a. Menerima bagian harta waris miliknya secara penuh yang dapat 

dilakukan secara tegas maupun secara diam-diam. Apabila 

dilakukan secara tegas, penerimaan harta waris dituangkan 

dalam akta yang menerangkan bahwa ia adalah ahli waris. 

Sedangkan yang dimaksud dengan secara diam-diam adalah 

jika ahli waris melakukan perbuatan penerimaannya harus 

mencerminkan penerimaan mengenai warisan yang meluang, 

seperti dengan cara mengambil, menjual atau melunasi hutang-

hutang yang dimiliki oleh pewaris. 

b. Menerima dengan reserve (hak untuk menukar), Vorrecht van 

boedol beschijving  atau benecifiare annvaarding merupakan 

pembatasan mengenai kewajiban ahli waris untuk melunasi 

hutang-hutang dan beban lainnya milik pewaris sdemikian 

rupa, sehingga pelunasannya dibatasi menurut dengan kekuatan 

warisan. Jika beban hutang pewaris melebihi harta warisannya, 

maka ahli waris tidak perlu melunasi dengan harta 

peribadinya.
29
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Setelah ahli waris mendapatkan hak mengenai harta waris, 

ahli waris juga memiliki kewajiban terhadap harta waris yang 

didapatkannya, kewajiban yang harus dipenuhi antara lain: 

a. Sebelum harta peninggalan itu dibagi, ahli waris memiliki 

kewajiban untuk menjaga keutuhan harta waris 

b. Mencari dan mempelajari mengenai tatacara pembagian 

warisan sesuai dengan ketentuan 

c. Apabila pewaris memiliki tanggungan hutan, maka ahli waris 

berkewajiban untuk melunasi hutan pewaris 

d. Melaksanakan wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris bila ada.30 

 

B. Perkawinan 

1. Pengertian Perkawinan 

Menurut   a a‟, pernikahan adalah serah terima antara laki-

laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu 

sama lain dan bertujuan untuk membentuk sebuah bahtera rumah 

tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ahli fiqh 

berpendapat bahwasanya nikah adalah akad yang secara 

keseluruhan mengandung kata ink h dan taz  j, yang sesuai 

dengan apa yang ditulis oleh Zakiyah Darajat dan kawan-kawan 

yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut; 
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أوَْ مَعْنَاهُُاَ  احِ أَوِ الت  زْوِيْجِ عَقْدٌ يَ تَضَم نُ إبِاَحَةَ وَطْئٍ بلِفْظِ النِّكَ   

“ kad  ang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

hubungan kelamin dengan lafaz nik h atau taz  j atau  ang 

 emakna keduan a”.
31

 

Dalam agama Islam sendiri, berlangsungnya akad nikah 

harus disebar luaskan informasinya agar tidak terjadi kesalah 

pahaman dalam lingkungan masyarakat. Seperti halnya yang 

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap sahih oleh Imam 

Hakim; “Dari Amir bin Abdillah Az Zubair, dari ayahnya 

bah a an a Ra ulullah  a . be  abda “Seba kanlah be ita 

pernikahan”.
32

 

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 

perkawinan sendiri  memiliki pengertian bahwa “Perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita 

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa”.
33

 

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pernikahan sendiri disebut 

dengan akad, sebagai bentuk proses pelaksanaan ibadah dari Allah 
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SWT, untuk mewujudkan perkawinan yang sakinah, mawadah, dan 

rahmah, yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita dalam 

bentuk ikatan lahir dan batin.
34

 

Dalam hukum adat, Ter Haar mengemukakan bahwa 

perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan 

masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi. Yang juga 

berpengaruh pada perikatan ketetanggaan yang menyangkut 

beberapa upacara-upacara adat dan keagamaan.
35

 

Adanya hubungan pernikahan memiliki tujuan dalam 

agama Islam adalah sebagai media untuk menjaga proses 

regenerasi yang sakral.
36

 Pernikahan disahkan melalui akad yang 

dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara dua orang. 

Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan antara pria dan wanita 

dalam hal pembenaran mengenai hubungan seksual semata. 

Sahnya suatu hubungan perkawinan dapat mempengaruhi 

hubungan hukum lainnya yang diakibatkan dari dijalankannya 

aturan hukum itu. Mengenai hubungan kekeluargaan dalam 
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memengaruhi larangan perkawinan, harta dalam perkawinan, dan 

anak yang lahir dalam hubungan perkawinan.
37

 

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, “Agar terjamin 

ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan 

harus dicatat”. Dipertegas kembali pada Pasal 6 ayat 2 Kompilasi 

Hukum Islam, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan 

Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum”. 

Pencatatan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam 

hanya berlaku bagi masyarakat Islam saja dalam rangka untuk 

menjaminn ketertiban bagi orang Islam dalam hal perkawinan. 

Adanya pencatatan perkawinan digunakan sebagai penentu sah 

atau tidak perkawinan yang dilakukan, karena pernikahan yang 

tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum.
38

 

2. Rukun, Syarat dan Dasar Hukum Perkawinan 

Pernikahan merupakan salah satu ibadah, dalam 

menentukan sah atau tidaknya ibadah itu, terdapat rukun yang 

harus dipenuhi saat akan melaksanakan akad nikah. Rukun-rukun 

yang harus dipenuhi antara lain; 

a. Mempelai laki-laki dan mempelai perempuan 
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b. keduanya bukan mahram, tidak dalam masa ʻiddah dan tidak 

bersuami bagi perempuan 

c. jelas orangnya 

d. merdeka atau atas kemauan sendiri 

e. wali 

f. dua orang saksi 

g. sigat ijab kabul.
39

 

Kehadiran saksi wali nikah bagi pihak perempuan dalam 

berlangsungnya akad nikah merupakan hal yang paling penting, Imam 

Ahmad bin Hasan dari Imran bin Hushain dengan hadis ma fu‟ 

meriwayatkan; 

ْا ٍِ دُْعَ ًَ ْالِايَاوُْاحَ  ْوَزَوَي  ٍِ ْانحُصَي  ٍِ ْب  ٌَ سَا  ً ْعِ  ٍ ْعَ ٍِ نحَسَ

عًاْ"لَاَْكَِاحَْالَِاْ فىُ  "ْيَس  ٍِ ْوَشَاهِدَي  ًٍّ بىَِنِ   

Diriwayatkan Imam Ahmad bin Hasan dari Imran bin Hushain 

dengan hadi  ma fu‟, “Tidak ada nikah kecuali dengan  eo ang  ali 

dan dua o ang  ak i”.
40

 

Adapun syarat wali yang harus dipenuhi dalam melaksanakan 

akad nikah antara lain: 

a. laki-laki 
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b. balig 

c. berakal sehat 

d. tidak dipaksa 

e. adil, dan 

f. tidak sedang ihram. 

Adapun syarat wali yang harus dipenuhi dalam melaksanakan 

akad nikah antara lain: 

a. laki-laki 

b. berakal sehat 

c. adil 

d. dapat mendengar dan melihat 

e. bebas dan tidak dipaksa 

f. tidak sedang mengerjakan ihram, dan 

g. memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.
41

 

Syarat dan rukun dari akad nikah yang telah disebutkan di atas 

harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka perkawinan yang 

dilakukan itu tidak sah menurut hukum Islam. 

Mengenai dasar hukum Perkawinan dalam agama Islam, 

dijelaskan dalam al-Qurʻ n dalam Surat a -R m [30] Ayat 21: 

ْوَجَعَمَْ ْانِيَ هاَ ا كُُىُ ٖٓ ْنِّتسَ  وَاجًا ْاشَ  َ فسُِكُى  ْاَ  ٍ ْيِّ ْنكَُى  ْخَهقََ  ٌ ْاَ ٖٓ ْاٰيٰتِه   ٍ وَيِ

ْ ٌَ وٍْيتَفَكََسُو  يٰتٍْنِّقىَ  ْذٰنكَِْلَاٰ ْفيِ  ٌَ ةًْۗاِ ًَ ْيَىَدَةًْوَزَح  ١٢ْْبيَ ُكَُى 
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“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia 

menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri 

agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu 

rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 

benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir.” (Q.S. ar-R m [30]:21) 

 

Sehingga perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga 

antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu 

kehidupan yang aman dan tentram (Sakk nah), pergaulan yang saling 

mencintai (Mawaddah) dan saling menyantuni (Waraḥmah).
42

 

Pengertian lainnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas‟ud r.a; 

عَنْ عَبْدِ الَلَّوِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنو قاَلَ لنََا رَسُولُ الَلَّوِ  
صلى الله عليو وسلم )ياَ مَعْشَرَ الَشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطاَعَ 

 ،وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ  ،فإَِنَّوُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ  ،فَ لْيَتَ زَوَّجْ مُ الَْبَاءَةَ مِنْكُ 

فإَِنَّوُ لَوُ وِجَاءٌ(. مُت َّفَقٌ عَلَيْوِ  ؛تَطِعْ فَ عَلَيْوِ باِلصَّوْمِ وَمَنْ لََْ يَسْ   
Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas‟ud r.a. dari 

Rasulullah yang bersabda, “Wahai pa a pemuda, barangsiapa 

diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu 

dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. 

Dan siapa yang tidak emiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu 

be pua a,  ebab pua a itu me upakan kendali bagin a.” 

Muttafaq Alaihi (H.R. Bukhari-Muslim).
43

 

C. Perkawinan Poligami 
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 Muhammad Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Sinar Grafika 
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1. Pengertian Perkawinan Poligami 

Secara bahasa, poligami merupakan perbuatan yang 

dilakukan oleh suami dengan menikahi beberapa perempuan untuk 

dijadikan istri secara bersamaan. 

Pembicaraan mengenai permasalahan poligami merupakan 

permasalahan yang banyak dibicarakan masyarakat luas. Isu-isu 

mengenai poligami merupakan isu yang kontroversial dan dinilai 

diskriminatif terhadap perempuan, yang dianggap sebagai alternatif 

dari penanganan fenomena perselingkuhan. 

Akan tetapi, pembolehan seorang suami untuk dapat 

berpoligami diatur dalam hukum negara dan juga agama. Yang 

mana, dengan adanya aturan mengenai poligami ini, syarat dan 

pembolehan poligami ini menjadi diperketat dan dipertegas agar 

tidak mendiskriminasi perempuan. Dijelaskan dalam Q.S an- i  ‟ 

[4] ayat 3, kata adil ditegaskan apabila seorang suami hendak 

berpoligami, tetapi hanya boleh menikahi seorang saja apabila 

seorang suami ragu tidak dapat berlaku adil. 

Poligami merupakan permasalahan masyarakat yang sudah 

ada sejak lama sekali, hampir seluruh bangsa di dunia tidak asing 

dengan poligami seperti orang-orang Hindu, Israel, Persia, Arab, 

Romawi, Babilonia, Tunisia dan bangsa lainnya. Di bangsa barat 

sendiri, banyak orang yang membenci masalah poligami, karena 

mereka beranggapan bahwasanya poligami adalah perbuatan cabul 
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dan dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Tetapi, pada 

kenyataanya poligami merajalela, seperti Hendrik II, Hendrik IV, 

Lodeewijk XV, Rechlieu, dan Napoleon I adalah orang-orang yang 

memiliki pengaruh besar yang berpoligami secara ilegal pada masa 

itu
44

 

Pada masyarakat Arab sebelum datangnya agama Islam, 

poligami merupakan salah satu bentu tradisi. Pada saat itu, 

poligami disebut dengan poligami tak terbatas, dan tidak ada 

gagasan keadilan dalam pelaksanaan poligami. Suami bebas 

menentukan siapa yang paling disukainya dan siapa yang dapat ia 

miliki secara sepenuhnya. Para istri menerima hal tersebut dan 

tidak berusaha untuk memperoleh keadilan bagi mereka.  

Setelah datangnya Islam, Islam membatasi poligami hanya 

sampai empat orang istri beserta syarat-syarat yang memperketat 

praktik poligami.
45

 Salah satunya pada Q.S an- i  ‟ [4] : 3,  
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“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, 

tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk 

tidak be buat zalim”. (Q.S an- i  ‟ [4] : 3).46 

 

Menurut tafsir Aisyah ra. latar belakang turunnya ayat ini 

adalah untuk menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada 

Aisyah ra. “Wahai saudara anak perempuanku, yatim di sini adalah 

anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya 

mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya 

serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang 

kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya istri, tetapi tidak mau 

memberi mas kawin dengan adil, yaitu memberi mas kawin yang 

sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, 

pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, 

kecuali kalau mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan 

mas kawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya. Dan kalau 

tidak dapat berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk 

menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi”.
47

 

Islam sebenarnya merupakan penganut asas monogami. 

Pernikahan poligami yang dilakukan Rasulullah terjadi sepeninggal 

istri beliau, Khadijah masih hidup. Imam Az-Zamaskhyari ialah 
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ulama klasik yang cukup tegas untuk menyarankan perkawinan 

poligami.
48

 

Diriwayatkan oleh a baʻah (empat orang perawi; Abu 

Dawud 2/242, an-Nasa‟i 7/63, at-Tirmidzi 3/446, Ibnu Majah 

1/633) yang di-shahih-kan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim tetapi 

di-tarjih-kan ke-mursal-annya oleh Tirmidzi. Bahwasannya istri 

Rasulullah, yaitu Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah saw. 

menerapkan prinsip adil dalam membagi giliran kepada istri-

istrinya dan beliau berkata; 

بعة(ر وَلََ أمَْلِكُ )رواه الأي فِيمَا أمَْلِكُ فَلََ تَ لُمْنِِ فِيمَا تََلِْكُ مِ سْ قَ اللَّهُمَّ ىَذَا   
 

“Ya Allah, inilah pembagianku pada apa yang aku miliki, 

maka janganlah Engkau mencelaku dalam hal apa yang aku tidak 

miliki tetapi Engkau memilikinya” (Riwayat Imam Empat).
49

 

 

 

 

 

 

2. Dasar Hukum Perkawinan Poligami 

Penegasan mengenai keadilan sebagai syarat seseorang 

diperbolehkan untuk melakukan poligami merupakan sebuah 

konsekuensi integral dari pernikahan. Salah satu bentuk giliran 

suami pada istrinya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rusyd, “Para 

ahli fiqh bersepakat bahwa wajib bagi suami berlaku adil kepada 
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para istri dalam menjalankan giliran  di antara mereka”. Hal ini 

didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw: 

لٌ. )رواه يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْوِ مَائِ  دَاهُُاَ جَاءَ إِحْ كَانَ لَوُ امْرأَتَاَنِ فَمَال الِِى ِ مَنْ  
 النسائى عن أبي ىريرة(

 

“Jika  eo ang lelaki memiliki dua i t i, lalu ia condong 

kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat nanti 

dengan  alah  atu  i i badann a jatuh”. (Riwayat An-Nasāʻi dari 

Ibnu Hurairah).
50

 

 

Karena syarat adil merupakan hal yang krusial, apabila 

seorang suami tidak dapat berlaku adil, maka dia diperitahkan 

untuk mencukupkan dirinya dengan seorang istri saja, hal ini 

dipertegas dalam Q.S an- i  ‟ [4] : 3, 

….        ….    

 

“…..Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu 

berlaku adil, (nikahilah) seorang saja….” (Q.S an- i  ‟ [4] : 3) 

 

Dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia, aturan 

mengenai poligami terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 3 ayat 2, yang menjelaskan, 

“ Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk 

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak 

yang bersangkutan”.51 
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 “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara 

istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. 

Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang 

kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 

Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri 

(dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang”. (Q.S an- i  ‟ [4] : 129)52 

 
Alasan dapat diperbolehkannya seorang suami melakukan 

poligami yang terdapat pada Pasal 4 ayat 2 adalah sebagai berikut: 

a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

b. istri mendapat cacat badan atau menderita penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan 

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Syarat untuk dapat diperbolehkannya poligami bagi seorang 

suami juga diatur dalam Pasal 5 ayat 1 dengan bunyi: 

a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri 

b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka 

c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-

istri dan anak-anak mereka. 
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Terdapat 8 alasan yang dikemukakan oleh para ulama 

mengenai keadaan-keadaan ḍa  rat untuk berpoligami yang 

dirangkum oleh Abdurrahman, antara lain; 

a. Istri mengalami sakit parah yang sulit untuk disembuhkan 

b. istri mandul yang mengakibatkan tidak dapat melahirkan 

keturunan dengan dibuktikan secara medis 

c. istri mengalami sakit ingatan 

d. istri sudah lanjut usia yang mengakibatkan istri tidak dapat 

menjalani kewajibannya 

e. istri berwatak buruk 

f. istri pergi dari rumah meninggalkan suami dan anaknya tanpa 

kabar 

g. terjadi ledakan perempuan dengan ontoh karena perang 

h. kebutuhan suami yang beristri lebih satu, apabila tidak dipenuhi 

ditakutkan akan terjadi kemuḍaratan dalam menjalani 

kehidupan dan pekerjaan.53 

Hukum Islam berifat fleksibel bagi umatnya. Salah satu 

bukti fleksibilitas hukum Islam adalah poligami yang 

diperbolehkan apabila poligami yang dilakukan mendatangkan ke-

maslahat-an. Serta poligami juga dilarang apabila menimulkan ke-
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muḍ rat-ʻain  yang jauh lebih besar bagi pelakunya. 54  Husein 

Muhammad sendiri menjeladkan bahwa poligami tersebut 

diperbolehkan, akan tetapi dalam hal praktiknya lebih diperketat 

oleh syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat ini adalah syarat 

mengenai keadilan terhadap semua istri-istrinya.55 

Syarat utama poligami adalah suami dapat berlaku adil 

kepada istri-istrinya tanpa membeda-bedakan mana istri yang 

paling lama menemani maupun mana istri yang paling disayang. 

Yang juga diatur dalam Pasal 82 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, 

suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban 

memberikan tempat tinggal dan biaya hidup yang berimbang sesuai 

dengan jumlah keluarga yang ditanggung oleh istri-istrinya. 

Selaras dengan hikmah dalam dilakukannya poligami oleh 

seorang suami, kelemahan yang terdapat dalam poligami juga sama 

banyaknya. Seperti yang dikemukakan dalam buku Taʻaddud az-

 a z j yang disusun oleh Al-Athar, terdapat 4 kelemahan 

poligami, yaitu; 

a. Menimbulkan kecemburuan antar istri 

b. Adanya rasa khawatir para istri jika suami tidak dapat berlaku 

adil dan bijaksana  
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c. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami yang 

berbeda ibu, ditakutkan akan berkelahi karena rasa permusuhan 

dan keemburuan 

d. Terjadinya permasalahan ekonomi dalam kehidupan rumah 

tangga.56 

3. Waris dalam Perkawinan Poligami 

 Bagian harta waris bagi seorang suami yang memiliki istri 

lebih dari seorang, maka besaran masing-masing istri berhak 

mendapat bagian atas gono-gini dengan dipertimbangkannya 

berapa lama istri hidup dengan pewaris. Hal ini yang dijelaskan 

dalam Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam. 

Penjelasan mengenai bagian waris bagi para istri dalam 

perkawinan poligami dijelaskan pada Q.S an- i  ‟ [4] : 3,  

                

                    

                

 

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu 

menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, 

tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan 

mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya 

perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk 

tidak be buat zalim”. (Q.S an- i  ‟ [4] : 3).57 

                                                             
56

 Nuruddin and Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Idonesia (Studi Kritis 

Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/74 Sampai KHI).  
57

 Agama, AL-Quran Dan Terjemahannya. 



44 

 
 

 

Dalam perkawinan poligami, suami wajib untuk 

memisahkan harta antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan 

istri keempat. Pada bagian sebelumnya, dijelaskan bahwa waris 

merupakan perpindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia 

kepada ahli warisnya yang masih hidup. Harta waris adalah harta 

yang sebelumnya sudah dikurangi harta bersama, hutang dan 

wasiat apabila pewaris berwasiat.
58

 

Mengenai istri yang ditinggal meninggal oleh suami 

mendapat perhatian dalam hukum adat, hukum Islam, dan hukum 

perdata. Alasan mengenai hal ini dikarenakan perkawinan 

meupakan ikatan lahir dan batin yang erat antara suami dan istri. 

Hal ini lah yang menimbulkan suatu keadilan dengan memberikan 

bagian harta waris kepada istrinya disamping kedudukan anak-anak 

keturunan orang yang meninggal.59 

Kedudukan dan status sebagai ahli waris yang sah dalam 

perkawinan poligami harus didukung dengan aturan-aturan sebagai 

berikut; 

1. Perkawinan yang dijalani harus sesuai dengan Undang-Undang 

tentang Perkawinan yang berlaku dan harus mendapat izin 

untuk berpoligami dari pengadilan 
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2. Harus memuat izin dari pihak istri pertama untuk dapat 

mengajukan permohonan poligami ke pengadilan 

3. Perkawinan tersebut harus didaftarkan melalui Petugas 

Pencatatan Nikah.60 

C. Harta Bersama dalam Perkawinan 

Kedudukan harta dalam suatu pernikahan merupakan salah satu 

aspek penting yang mempengaruhi keharmonisan keluarga, hal ini 

dapat dilihat dari kolerasi antara Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 mengenai perkawinan dengan Pasal 7 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang tidak terlepas dari kebutuhan 

yang memerlukan harta kekayaan untuk membentuk keluarga yang 

sejahtera.
61

 

Harta bersama merupakan harta yang dihasilkan oleh suami dan 

istri pada masa perkawinan yang dijalani. Konsep harta bersama juga 

dijelaskan dalam hukum perdata Indonesia, yaitu pada 35-37 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga pada Pasal 

85-97 Kompilasi Hukum Islam. 

Dalam hukum Islam, pada dasarnya tidak mengenal harta 

bersama antara suami dan istri. Karena hal ini tidak dibicarakan secara 

khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan kepemilikan harta 
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secara individual (pribadi). Harta bersama dalam Islam identik di-

qiyas-kan dengan syirkah „abd n mufawwaḍah yang artinya adalah 

perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Meskipun 

keberadaannya tidak diatur dalam fikih secara jelas, tetapi paling tidak 

keberadaannya diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Karena pada 

kenyataannya banyak suami sitri yang dama-sama bekerja dan mencari 

nafkah hidup keluarga sehari-hari dan simpanan untuk masa tua 

mereka di Indonesia.
62

 

J. Satrio berpendapat bahwa, “ Hukum harta perkawinan adalah 

peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap 

harta kekayaan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan”, 

beliau melanjutkan bahwa hukum mengenai harta perkawinan ini 

merupakan terjemahan dari kata “huwelijksvermogensrecht” dan 

hukum mengenai harta benda perkawinan merupakan terjemahan dari 

kata “huwelijksgoderenrecht”. Sedangkan dalam hukum adat, 

pengertian mengenai harta perkawinan adalah harta yang dikuasai 

suami istri selama mereka terikat dalam hubungan perkawinan, 

kedudukannya sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan 

sehari-hari suami istri, harta perkawinan ini digolongkan dalam 

beberapa macam; 

a. Harta yang diperoleh suami istri sebelum perkawinan yang disebut 

harta bawaan 
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b. Harta yang diperoleh suami istri secara perseorangan sebelum atau 

sesudah perkawinan yang disebut harta penghasilan 

c. Harta yang diperoleh suami istri bersama-sama selama perkawinan 

yang disebut sebagai harta pencaharian, dan 

d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara 

perkawinan untuk hadiah yang disebut dengan hadiah 

perkawinan,
63

 

Aturan mengenai harta bersama kurang mendapat perhatian 

para ahli hukum. Di lain sisi, harta bersama merupakan hal yang serius 

dan masalah yang sangat besar jika pasangan suami dan istri 

dihadapkan dengan perceraian di pengadilan. Dalam hukum Islam, 

harta bersama diatur dalam Q.S an- i  ‟ [4] ayat 32,ْ 

                       

                    

                  

 

“Janganlah kamu be angan-angan (iri hati) terhadap apa yang 

telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. 

Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi 

perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. 

Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya 

 llah adalah Maha Mengetahui  egala  e uatu” (Q.S an- i  ‟ [4]: 

32). 
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Dalam kitab fiqih tradisional, harta bersama merupakan harta 

kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh 

tali perkawinan atau harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara 

suami dan istri yang berdasarkan pada Q.S an- i  ‟ [4] ayat 32 di atas. 

Sedangkan para pakar hukum Islam berbeda pendapat mengenai dasar 

hukum harta bersama itu, sebagian bersar berkata bahwasanya agama 

tidak mengatur mengenai harta bersama dalam al-Qu ʻ n, yang 

dikemudian dikembalikan lagi pada mereka untuk mengaturnya. 

Sedangkan pakar hukum Islam yang lain berpendapat bahwasanya 

hukum-hukum lain yang mengatur mengenai hal-hal kecil saja diatur 

secara oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya, semua 

masuk ke dalam ruang lingkup pembahasan dan tak ada yang tertinggal 

satu pun, jika tidak dibahas dalam al-Qu ʻ n pasti dibahas dalam 

Hadis yang merupakan sumber hukum Islam juga.
64

 

Harta bersama yang diperoleh suami dan istri pada masa 

pernikahan pada dasarnya penguasaan harta tersebut tetap di bawah 

kendali masing-masing. Berbeda dengan harta bawaan, dalam hal 

mempergunakan harta bersama, suami atau istri memerlukan 

persetujuan kedua belah pihak. 

Dalam kitab fiqih yang ada di kalangan mazhab Syafiʻi, 

terhadap pembahasan mengenai syarikah yang sah dan tidak sah yang 

terbagi dalam empat macam harta syarikah, antara lain: 
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a. syarikah ʻin n, merupakan dua orang yang membuat kesepakatan 

bersama-sama dalam harta tertentu, misalnya dua orang yang 

bersepakat membeli barang dan keuntungan yang didapat dibagi 

dua. 

b. syarikah ʻabd n, dua orang atau lebih bermitra untuk mengerjakan 

suatu pekerjaan dengan tenaga dan imbalannya untuk mereka 

bersama dengan perjanjian yang mereka buat, misalnya tukang 

kayu. 

c.   a ikah muf wwaḍah, kolaborasi dari dua orang atau lebih dengan 

tenaganya masing-masing yang mana salah satu di antara mereka 

mengeluarkan modal, dan keuntungan yang diterima dengan modal 

atau tenaganya, masing-masing melakukan tindakan walaupun 

tidak diketahui oleh yang lain. 

d.   a ikat  uj h, kolaborasi yang dilakukan tanpa pekerjaan atau 

harta, atau kata lain merupakan permodalan yang dilakukan atas 

dasar kepercayaan pihak lain pada mereka. 

Mengenai pembagian atas macam-macam syarikah yang 

dijelaskan di atas, hanya syarikah „in n yang disepakati oleh semua 

pakar hukum Islam.
65

 

Secara garis besar, harta bersama adalah harta yang meliputi; 

a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung 
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b. Harta yaang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan 

apabila tidak ditentukan demikian 

c. Hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung 

kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami dan 

istri.
66

 

Akibat dari adanya perkawinan terhadap percampuran harta 

kekayaan, akibat-akibat yang timbul dari adanya perkawinan dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut: 

a. Yang paling luas akibatnya ialah apabila ada persatuan bulat 

(seluruhnya) harta kekayaan suami dan istri (Pasal 119) 

b. Adapun yang paling sempit ialah jika sama sekali tidak ada 

persatuan harta kekayaan (Pasal 140 ayat 2) 

Di antara dua kemugkinan itu dapat diadakan beberapa 

kemungkinan menurut kehendak dua pihak, yaitu persatuan untung dan 

rugi (Pasal 155), dan persatuan hasil pendapatan (Pasal 164). Persatuan 

bulat ada karena suami da istri tidak membuat perjanjian pra nikah. 

Persatuan bulat diterangkan dalam Pasal 100 dan 121, yang meliputi: 

harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak 

bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang 

diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan 
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istri yag berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun 

sepanjang perkawinan.
67

 

Apabila dalam perkawinan poligami, harta bersama dari 

pernikahan masing-masing istri terpisah dan berdiri sendiri. Pasal 94 

Kompilasi Hukum Islam menyatakan, “Pemilikan harta bersama dari 

perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang 

sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad 

perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.  

Apabila perkawinan yang dijalani oleh suami-istri putus akibat 

kematian, maka harta bersama separuhnya menjadi milik pasangan 

yang hidup lebih lama, Pasal 96 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. 

D. Pembuktian dalam Acara Peradilan 

Pembuktian merupakan konsep pengungkapan fakta-fakta yang 

menyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Bentuk 

peristiwa hukum yang sudah terjadi itu dapat berupa perbuatan, 

kejadian, atau keadaan tertentu seperti yang diatur oleh hukum. 

Pengungkapan fakta menciptakan bentuk alat bukti seperti perbuatan, 

pengakuan, pengucapan sumpah, dokumen, dan surat-surat. Bentuk 

alat bukti tersebut antara lain: 

1. Perbuatan, misalnya, membuat kotrak 
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2. Pernyataan, misalnya, pengakuan tanda tangan yangtertera pada 

surat kwitansi 

3. Tulisan, misalya, surat-menyurat 

4. Dokumen, misalnya, akta notaris 

5. Kesaksian, misalnya, melihat dan mendengar sendiri peristiwa 

yang terjadi 

6. Surat elektronik, misalnya faksimile dan struk ATM.
68

 

Pemeriksaan yang dilakukan di depan Hakim hanyalah hal-hal 

yang dibantah saja oleh pihak lawan yang harus dibuktikan. 

Sebenarnya kurang tepat jika undang-undang menganggap „pengakuan‟ 

sebagai suatu alat pembuktian. Sebab hal-hal yang diakui 

kebenarannya oleh hakim harus dianggap terang dan nyata, dengan 

membebaskan si penggugat untuk mengadakan suatu pembuktian. Hal-

hal yang dapat dikatakan sudah diketahui oleh semua orang atau hal-

hal yang secara kebetulan sudah diketahui oleh hakim tidak perlu 

dibuktikan. Merujuk pada Pasal 1865 BW bahwa, “barang siapa 

mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan suatu hak, 

diwajibkan membutikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang 

siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang 

lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.
69
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Acara pembuktian merupakan hal yang krusial dalam 

pengadilan. Sebab dalam pembuktian ini akan dapat ditentukan 

menang kalahnya suatu peristiwa yang disengketakan. Dengan 

demikian, maka kepentingan kedua belah pihak harus benar-benar 

terlindungi. Beban pembuktian tidak boleh berat sebelah, sebab tidak 

semua orang dapat membuktikan sesuatu yang benar dan 

dimungkinkan pula seseorang dapat membuktikan yang tidak benar. 

Jalannya acara pembuktian di persidangan pengadilan perdata akan 

menentukan hasil akhir perkara.
70

 

Dalam sistem hukum acara perdata, alat bukti yang sah yang 

diatur dalam undang-undang, alat bukti yang dimaksud antara lain: 

1. Alat bukti surat 

Surat merupakan alat bukti tertulis. Tulisan yang terdapat 

dalam alat bukti ini memuat tulisan yang menyatakan pikiran 

seseorang sebagai alat bukti. Alat bukti surat kemudian dibagi lagi 

ke dalam dua jenis, yaitu akta autentik dan akta tidak autentik, 

a. Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau didepan pejabat 

publik yang berwenang sebagai alat bukti yang sempurna bagi 

kedua belah pihak dan ahli warisnya serta orang yang mendapat 

hak darinya tentang segala hal yang tertulis dalam akta itu dan 

apa yang tercantum didalamnya sebagai pemberitahuan saja, 

sepanjang langsung mengenai pokok dalam akta tersebut. 
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b. Akta tidak autentik atau akta di bawah tangan adalah akta yang 

tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik yang 

berwenang untuk itu, tetapi dibuat sendiri oleh pihak yang 

berkepentingan dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti.
71

 

2. Alat bukti saksi 

Hukum materiil bagi golongan bumi putera dalam hukum 

adat mengenal dua macam saksi, yaitu: 

a. Saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa 

tertentu, dan 

b. Saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya 

Pembuktian dengan saksi ini baiknya dilakukan lebih dari 

seorang, karena keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti tidak 

dapat dipercaya. Agar peristiwa terbukti dengan sempurna menurut 

hukum, keterangan saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain, 

misalnya surat, pengakuan, dan sumpah. Apabila tidak terdapat alat 

bukti lain, pembuktian akan dianggap sempurna jika terdapat dua 

saksi atau lebih. Akan tetapi, dua atau beberapa orang saksi belum 

meyakinkan suatu peristiwa apabila majelis hakim tidak 

mempercayai kejujuran saksi, seperti, keterangan antar saksi yang 

saling bertentangan. 

Kesaksian suatu peristiwa harus disampaikan secara lisan 

dan ribadi oleh orang yang bukan pihak dalam perkara kepada 
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majelis hakim di persidangan pengadilan negeri. Saksi tidak boleh 

diwakilkan dan harus menghadap sendiri ke persidangan.
72

 

3. Alat bukti dugaan 

Praduga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUHPdt) yaitu kesimpulan oleh undang-undang atau 

majelis hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke 

arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Praduga 

berkesimpulan dari ketentuan undang-undang atau kesimpulan 

majelis hakim tentang suatu peristiwa yang sudah jelas ke arah 

peristiwa yang belum jelas.
73

 

4. Alat bukti pengakuan 

Pengakuan berarti bahwa tergugat telah mengakui tuntutan 

penggugat dan membebaskan penggugat untuk membuktikan lebih 

lanjut dan majelis hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. 

Pengakuan yang diucapkan di persidangan mempunyai kekuatan 

bukti yang sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik 

yang diucapkan sendiri atau dengan perantara orang lain yang 

dikuasakan untuk itu. Dengan itu, perkara dianggap selesai, tetapi, 

dalam KUHPdt Indonesia penarikan pengakuan diperbolehkan 

karena kekhilafan. Kekuatan pengakuan sebagai bukti yang 

sempurna tidaklah selalu mutlak, keyakinan majelis hakim dalam 
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memberikan penilaian pengakuan tersebut benar atau tidak 

pengakuan yang diberikan terdakwa, tidak boleh diabaikan.
74

 

5. Alat bukti sumpah 

Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur sumpah sebagai 

alat bukti. Terdapat beberapa rumusan unsur sumpah benar atau 

tidak benar dan unsur melakukan atau tidak melakukan. 

a. Unsur pertama menghasilkan sumpah yang berisi keterangan 

bahwa sesuatu itu benar atau tidak benar, yang disebut dengan 

sumpah konfirmator (confirmatoir eed, confirmatoir oath). 

Sumpah konfirmator ini merupakan alat bukti yang diatur 

dalam hukum acara perdata Indonesia. 

b. Unsur kedua menghasilkan sumpah yang berisi suatu janji 

untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut 

dengan sumpah promisor (promissoir eed, promissory oath). 

Sumpah promisor bukan alat bukti, melainkan sumpah yang 

bersifat prosesuai yang diperlukan dalam acara pemeriksaan di 

muka persidangan.
75
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